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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Hak Ulayat 

 Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang 

yang telah ada sejak lahirbahkan sebelum lahir. Didalam Kamus Bahasa Indonesia 

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (Karena telah ditentukan oleh 

undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 

menuntut sesuatu, derajat atau martabat. 

 Adapun Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hokum adat, 

dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan 

lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat 

untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk Tanah dalam wilayah 

tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang 

dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak 

terputus antara masyarakat hokum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Budi 

Harsono (1970 :185-186) 

Adapun pengertian hak ulayat dapat kita lihat pada Pasal 3 Undang-

Undang Pokok Agraria yang menetapkan bahwa “hak ulayat dan hak-hak yang 

serupa itu dari masyarakat hukum adat” masih tetap dapat dilaksanakan oleh 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang jak ulayat itu “menurut 

kenyataan masih ada”.Sedangkan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 

masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai “kewenangan yang menurut hukum 
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adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang 

merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari 

sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan 

hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah 

turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan 

wilayah yang bersangkutan”. 

Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan 

dikalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang 

berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum 

adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu 

masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para 

warganya. Hak ulayat mengandung dua unsur. Unsur pertama adalah unsur 

hukum perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-

mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu 

kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta 

lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah 

unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur 

peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam 

hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-

orang bukan warga atau “orang luar”. 

Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang perupakan 

persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), 
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maupun yang didasarkan pada keturunan (genecalogis), yang dikenal dengan 

berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, 

dati, dusun, nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan 

merupakan subyek hak ulayat maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat 

yang memperoleh pelimpahan wewenang dari masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ualayat, 

melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan 

yang bersangkutan dengan hak ulayat. 

Mengenai kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat tanda-tanda 

yang perlu diteliti untuk menentukan masih adanya hak ulayat meliputi 3 unsur, 

yaitu, pertama unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang 

masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 

persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan 

persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.Kedua unsur wilayah, yaitu 

terdapatnya tanah ulayat tertentu yang manjadi lingkungan hidup para warga 

persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya 

sehari-hari, dan.Ketiga unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan 

wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat menganai pengurusan, 

penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh 

para warga persekutuan hukum. 
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2.1.1 Dasar Hukum Hak Ulayat 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung  di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UUD 1945 

tidak menyebut tanah melainkan bumi. Mengenai arti bumi ini tidak terdapat 

penjelasan lebih lanjut. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPA, bahwa “Hubungan antara 

bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang 

bersifat abadi”. 

Mengenai bumi diatur dalam UUPA, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) dan 

ayat (2), bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh 

rakyat Indoneisa, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan 

ruang angkasa, termasuk kekayaan alan yang terkandung di dalamnya dalam 

wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, 

air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hal 

ini berarti bahwa di Indonesia, pengertian tanah diapakai dalam arti yuridis 

sebagai suatu pengertian yang telah dibatasi dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, dasar 

hak menguasai dari negara hanya permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Setelah Indonesia merdeka dan berlangsung hingga diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, dengan mengingat pentingnya tanah dalam kahidupan, jauh sebelum 
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diundangkan UUPA telah dikenal sistem penguasaan suber daya alam di berbagai 

daerah di Indonesia yang dikeal sebagai hal ulayat. Walaupun tidak dijelaskan 

secara jelas mengenai pengertian hak ulayat tetapi dari berbagai pendapat para 

ahli, hak ulayat adalah merupakan pengakuan/kepunyaan bersama seluruh anggota 

masyarakat dan di dalamnya juga terkandung adanya hak kepunyaan perorangan 

yang berarti orang perorangan boleh mempunyai (memiliki) tanah dalam 

lingkungan hak ulayat tersebut. 

Apabila ditelaah pendapat-pendapat yang diberikan para ahli di atas, 

terdapat kesamaan pendapat mengenai hukum adat, yaitu di dalam hukum adat 

termuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupan orang-orang 

Indonesia dalam bentuk tak tertulis dan mempunyai akibat hukum. 

Di dalam masyarakat hukum adat, tanah mempunyai arti penting, karena 

menurut sifatnya tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun 

mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam 

keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Karena 

faktanya, tenah merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan kehidupan 

kepada persekutuan, merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang 

meninggal dunia dikebumikan dan merupakan pula temapat tinggal kepada 

dayang-dayang perlindungan persekutuan dan roh para leluhur 

persekutuan.Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa hak ulayat tidak secara 

gamblang dijelaskan tentang adanya dasar hukum atau aturan-aturan yang 

mengatur, melainkan hak ulayat diakui oleh Undang-Undang dan penerapannya 

mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria serta hukum adat yang berlaku. 
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2.1.2 Kedudukan Hak Ulayat 

Pada dasarnya hak ulayat keberadaannya dalam UUPA adalah sudah 

diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, 

yaitu: “eksistensi” dan mengenai pelaksananya. Oleh karena itu, hak ulayat dapat 

diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Maksudnya adalah apabila di 

daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak akan dihidupkan kembali. 

Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur di dalam pasal 3 yang 

berbunyi sebagai berikut: “Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, 

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-

peraturan lain yang lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam 

penjelasan umum (Angka H/3) disini ditegaskan pula bahwa kepentingan sesuatu 

masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi 

dan lebih luas". 

Oleh sebab itu, pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, yaitu seakan-akan 

anggota-anggota masyarakat iu sendirilah yang berhak atas tanah wilayahnya itu, 

dan seakan hanya di peruntukan masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka sikap 

yang demikianlah yang oleh UUPA dianggap bertentangan, hal ini sesuai dengan 

asas-asas yang tercantum dalam pasal 1 dan 2. 

Dalam UUPA dan hukum tanah nasional, bahwasanya hak ulayat tidak di 

hapus, tetapi juga tidak akan mengaturnya, dalam artian adalah mengatur hak 

ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Karena 

pada dasarnya hak ulayat hapus dengan sendirinya melalui proses alamiah, yaitu 
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dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan (uraian 85 dan 106 E). 

Menurut UUPA mengakui adanya hak ulayat sebagaimana Pasal 3 UUPA. 

Pengakuan terhadap tanah merupakan suatu hal yang memang dilindungi sesuai 

dengan yang dimaksud oleh Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, bahwa Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pengakuan 

hak ulayat tersebut dibatasi yaitu hak ulayat yang masih selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban sebagaimana Pasal 28 I UUD 1945 dan tidak 

didaftar. 

Bentuk perlindungan hukumnya bila diperlukan untuk kepentingan umum 

sebagaimana Padal 18 UUPA, maka masyarakat pemegang hak ulayat diberi 

penggantian berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang 

bermanfaat bagi rakyat setempat sesuai dengan Pasal 14 Perpres No. 36 Tahun 

2005 yang telah dirubah oleh Perpres No. 65 Tahun 2006, yang penggunaannya 

untuk kepentingan seluruh pemegang hak ulayat atas tanah tersebut. 

2.1.3  Maksud dan Tujuan Hukum Adat Tentang Hak Ulayat 

1. Sejak zaman leluhur sejak terjadinya peristiwa peristiwa – peristiwa 

bentrok yang berkepanjangan atau pertikaian antara suku – suku dayak 

pedalaman, sehingga terjadinya kesepakatan antara Tokoh – Tokoh 

masyarakat Dayak dari semua penjuruKampung – kampung akan 

mengadakan rapat Kepala Suku dan Damang – Damang di Tumbang 
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Anoi sejak tahun 1894 adalah perdamaian antara Suku – Suku Dayak 

Kalimantan pada umumnya. 

2. Penjelasan tentang hak ulayat yang diatur oleh hukum adat yang 

menyangkut, pohon-pohon besar yang dianggap keramat bagi Suku 

Dayak, sitas – sitas yang bersifat sakral, sandung – sandung / kuburan 

yang dikeramatkan, serta membuka hutan yang diberi tanda / sariang, hal 

ini berarti ada masyrakat yang ingin membuka lahan hutan untuk tujuan 

berladang atau berkebun.  

3. Tutur kutak dari Nenek Moyang/Leluhur mengatakan hak ulayat 

sebenarnya menyangkut Hukum, Adat Dayak adalah dari sisi sungai 

dibunyikan sebuah gong, jika masih terdengar dari atas atau ke darat 

berarti itulah. 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, Pasal 2 ayat (4)UU 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA)  mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas 

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 

dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. 

Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat. 

Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak 

yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang 
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dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di 

dalam perpustakaan hukum adat disebut "beschikkingsrecht". Bunyi selengkapnya 

Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut: 

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan 

hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum 

adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

  

Definisi tanah ulayat baru dapat kita temui dalam Pasal 1 Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permeneg 

Agraria No. 5 Tahun 1999), yang menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah 

bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum 

adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang 

terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan 

hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. 

Sementara itu, Putu Oka Ngakan et.al dalam buku Dinamika Proses 

Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan (hlm. 13) mendefinisikan 

tanah ulayat (hak kolektif/beschikkingsrecht) sebagai “tanah yang dikuasai secara 

bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan 

pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya 

diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan 

maupun orang luar.” 

Jadi, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak 

Ulayat. Sedangkan Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban 



 18 

suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak 

dalam lingkungan wilayahnya. Hal ini juga dijelaskan artikel Tanah Ulayat. 

 

2.2 Kebijakan Pertanahan di Indonesia Tentang Tanah Ulayat 

Kebijakan pertanahan diIndonesia seringkali dipertanyakan oleh semua 

orang di negeri ini. Banyak pendapat kritis yang dilontarkan menyatakan 

kebijakan pertanahan diIndonesia cenderung tidak komprehensif,dikembangkan 

secara terpisah-pisahdan tanpa ada kerangka yang jelas.bahkan ada pendapat 

masih mempertanyakan kemana arah sesungguhnya kebijakan pertanahan, 

walaupun sudah jelas tertuang dalam konstitusi negara bahwa pengelolaan 

sumberdaya alam, termasuk tanah.digunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Kebijakan pemerintah terhadap pengadaan tanah merupakan suatu 

kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan tanah demi kepentingan umum. 

Dalam arti tanah yang diambil dari warga masyarakat peruntukannya benar-benar 

untuk kepentingan pembangunan. Sebab esensi yang terkandung di dalamnya 

adalah masyarakat telah melepaskan haknya tersebut sehingga tidak ada lagi 

hubungan hukum dengan pemiliknya. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat 

(2) dan (3) Keppres No.55/93 dinyatakan bahwa pada pengadaan tanah bagi 

pelaksaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan 

dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.pengadaan tanah selain 

untuk pelaksaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah 

dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati 

secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketimpangan pemilikan dan 
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penguasaan tanah di Indonesia sebagaimana halnya ketimpangan ekonomi/tingkat 

pendapatan penduduknya adalah sangat tajam dan ironis. Di satu sisi banyak 

orang kaya yang memiliki tanah secara absentee dan menjadikannya sebagai asset 

atau investasi, tetapi di sisi lain lebih banyak petani yang hanya mempunyai 

sebidang tanah yang tidak cukup untuk menghidupi keluarganya atau bahkan 

tidak mempunyai satu meter pun tanah untuk digarapnya. 

Dengan tujuan pemerataan dan untuk mencapai keadilan dalam perolehan 

dan pemanfaatan tanah maka program landreformyang telah lama dipeti-eskan 

(hanya menjadi program/kebijakan tehnis saja) haruslah digiatkan kembali. Guna 

mengetahui perkembangan dari landreform ini, penulisan ini akan membahas 

aspek historis yaitu pengaturan dan pelaksanaan landreform dari masing-masing 

Orde. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

merupakan Undang-Undang yang pertama kalinya memperkenalkan konsep Hak 

Menguasai Negara. Perumusan pasal 33 dalam UUD 1945 “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Inilah dasar konstitusional 

pembentukan dan perumusan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dua hal 

pokok dari pasal ini adalah sejak awal telah diterima bahwa Negara ikut campur 

untuk mengatur sumber daya alam sebagai alat produksi, dan pengaturan tersebut 

adalah dalam rangka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penghubungan 
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keduanya bersifat saling berkait sehingga penerapan yang satu tidak mengabaikan 

yang lain.  

Setelah proses pembahasan Rancangan Undang Undang Pokok Agraria 

yang berlangsung beberapa lama, Mr. Sadjarwo sebagai Menteri Agraria saat itu 

mengucapkan pidato pengantarnya. Dikatakan dengan jelas bahwa Perjuangan 

perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan 

bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa 

penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari 

kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing. 

Semangat menentang strategi kapitalisme dan kolonialisme yang telah 

menyebabkan terjadinya “penghisapan manusia atas manusia” (exploitation de 

l’homme par l’homme) di satu sisi; dan sekaligus menentang strategi sosialisme 

yang dianggap “meniadakan hak-hak individual atas tanah” di sisi lain menjadi 

landasan ideologis dan filosofis pembentukan UUPA. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan Undang-Undang 

yang pertama kalinya memperkenalkan konsep Hak Menguasai Negara3. 

Perumusan pasal 33 dalam UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat Inilah dasar konstitusional pembentukan dan 

perumusan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dua hal pokok dari pasal ini 

adalah sejak awal telah diterima bahwa Negara ikut campur untuk mengatur 

sumber daya alam sebagai alat produksi, dan pengaturan tersebut adalah dalam 
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rangka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penghubungan keduanya bersifat 

saling berkait sehingga penerapan yang satu tidak mengabaikan yang lain.  

TAP MPR IX/MPR/2001 Reforma agraris adalah restrukturisasi 

penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, 

terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan 

kesejahteraan rakyat.  

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Pasal 

10 Ayat 1 dan 2 dirumuskan “land reform”atau “agrarian reform” yaitu sebagai 

suatu ketentuan bahwa tanah harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh 

pemiliknya sendiri. Selanjutnya ketentuan itu perlu diikuti pula dengan syarat-

syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam 

lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain. 

2.2.1 Orde Lama 

Sebagaimana disebut sebelumnya, peraturan mengenai redistribusi tanah 

telah diawali dengan Undang-Undang Nomor 56  Tahun 1960 tentang redistribusi 

tanah pertanian. Secara historis, Orde Lama telah menempatkan landreform 

sebagai kebijakan revolusioner dalam pembangunan semestanya. Bahwa syarat 

pokok untuk pembangunan tata perekonomian adalah antara lain pembebasan 

berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, 

imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan landreform 

menurut ketentuan hukum nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi 

industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan 

dan dikuasai negara. TAP MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 dan Manifesto Politik 
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menyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu: anti 

penghisapan atas manusia oleh manusia kemandirian ekonomi; dan anti 

kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan landreform 

sebagai agenda pokoknya.  

Demikian juga dari jumlah Peraturan Perundang-Undangan bidang Hukum 

Pertanahan Periode 1960-1966, sebagian besar dari keseluruhan peraturan 

perundang-undangan yang diterbitkan pada masa ini adalah tentang landreform 

dan pengurusan hak atas tanah. Tampak jelas bahwa era pemerintahan ini 

meletakkan isu agraria sebagai pokok bidang yang harus segera diprioritaskan. 

Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis 

pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat 

produksi tidak boleh dijadikan sebagai alat penghisapan.  

Menurut Utrecht (2000), landreform merupakan strategi politik agraria yang 

dilatarbelakangi oleh perseteruan beberapa kepentingan, terutama kepentingan 

para petani tak bertanah melawan kepentingan para tuan tanah. Kepentingan dari 

dua golongan ini muncul pula di tingkat elite kenegaraan, dimana terbentuk tiga 

golongan yaitu golongan radikal yang mengusulkan pembagian tanah berdasar 

prinsip “tanah bagi mereka yang benar-benar menggarapnya”. Sedangkan mereka 

yang memiliki tanah luas adalah telah melakukan penghisapan terhadap manusia 

lainnya. Golongan ini terdiri dari PKI, PNI dan Partai Murba. Golongan kedua 

adalah golongan konservatif yang terdiri dari Partai-partai Islam dan sebagian 

PNI. Inti dari pendapat golongan ini adalah penolakan dilakukannya pembatasan 

atas luas pemilikan tanah dan tuduhan pemilikan tanah luas sebagai penghisapan. 
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Sedangkan golongan ketiga adalah golongan yang kompromis terhadap kedua 

golongan lainnya. Mereka menerima pendapat golongan radikal, tetapi dengan 

penerapan yang bertahap. Dalam golongan inilah Soekarno dan Sadjarwo 

(Menteri Agraria) sebagai dua tokoh penting dalam perumusan UUPA menjadi 

anggotanya.  

Pelaksanaan program ini ditandai dengan program pendaftaran tanah 

berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, untuk mengetahui dan 

memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian 

penentuan tanah-tanah berlebih (melebihi batas maksimum pemilikan) yang 

selanjutnya dibagi-bagikan kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah. 

Termasuk juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 

Perjanjian Bagi Hasil.  

Tetapi ketiga program tersebut mengalami hambatan sebagaimana dikatakan 

oleh Sadjarwo bahwa kelemahan administrasi yang tidak sempurna yang 

menyulitkan redistribusi tanah; dan kurangnya dukungan baik itu dari rakyat, 

organisasi petani, organisasi politik, tokoh-tokoh dan panitia landreform sendiri. 

Hal ini kemudian menyebabknan terjadinya aksi sepihak, baik itu oleh petani yang 

lapar tanah maupun tuan tanah. Akibat banyaknya aksi sepihak ini, dikeluarkanlah 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform.  

Sehingga dapat dikatakan bahwa program landreform sebagai awalan 

pelaksanaan tujuan tersebut, pada penerapannya mengalami kegagalan. Hal itu 

karena:  
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1. Kelambanan praktek-praktek pemerintah dalam pelaksanaan Hak 

Menguasai Negara;  

2.  Tuntutan organisasi dan massa petani yang ingin meredistribusikan tanah 

secara segera sehingga kemudian timbul aksi sepihak;  

3. Unsur-unsur anti landreform yang melakukan berbagai mobilisasi 

kekuatan tanding dan siasat mengelak dari dan untuk menggagalkan 

landreform;  

4.  Terlibatnya unsur kekerasan antara kedua pihak yaitu yang pro dan 

kontra landreform. Konflik ini bahkan memuncak dan menimbulkan 

konflik yang lebih besar di dalam konflik elite politik yang berujung pada 

peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan jatuhnya rezim Orde Lama. 

 

2.2.2 Orde Baru 

Semangat untuk mengisi stelsel negara baru pasca kemerdekaan ini 

dipengaruhi oleh dinamika dari pelbagai ideologi dan kekuatan sosial-politik yang 

memberi sumbangan dalam pergerakan anti kolonialisme. Yang sangat 

dipentingkan pada saat itu memang bukan resultat-resultat hukum perundang-

undangan yang dibuat. Dalam suasana Demokrasi Terpimpin yang hendak lebih 

ditegaskan dan diungkapkan pada waktu itu adalah kerevolusineran tekad untuk 

menolak pikiran-pikiran yang berasal dari negeri-negeri liberal kapitalis yang 

dituduh akan meracuni jiwa bangsa. 

Semangat menentang strategi kapitalisme dan kolonialisme yang telah 

menyebabkan terjadinya “penghisapan manusia atas manusia” (exploitation de 

l‟homme par l‟homme) di satu sisi; dan sekaligus menentang strategi sosialisme 



 25 

yang dianggap “meniadakan hak-hak individual atas tanah” di sisi lain menjadi 

landasan ideologis dan filosofis pembentukan UUPA.  

Dalam Penjelasan Umumnya, dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan 

diberlakukannya UUPA adalah:  

a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang 

akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil 

dan makmur;  

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan;  

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.  

Hal penting lainnya adalah bahwa UUPA sebenarnya tidak lepas dari 

konteks landreform yang menjadi agenda pokok pembentukan struktur agraria 

saat itu. Paket peraturan perundang-undangan landreform ini telah dimulai dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang 

dikeluarkan untuk mengawasi adat tentang praktek bagi hasil. Ini bertujuan 

menegakkan keadilan dalam hubungan pemilik tanah yang tidak dapat 

mengerjakan tanahnya sendiri, dengan penggarap. Perlindungan ini terutama 

ditujukan kepada penggarap yang umumnya secara ekonomis lebih lemah 

sekaligus memacunya untuk menambah produksi. Demikian juga Undang-Undang 

Nomor 56  Tahun 1960 tentang redistribusi tanah pertanian. 
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2.2.3 Era Reformasi 

Politik Pertanahan (Agraria) Pada Era Reformasi (1998-Saat ini) 

Seiring dengan perubahan konstelasi politik, alam demokrasi semakin 

menguat, dan dilakukannya sistem desentralisasi, maka semangat pembaruan 

agraria juga menggema dan kemudian melahirkan Ketetapan MPR Nomor IX 

Tahun 2001 yang merekomendasikan dilakukannya pembaruan atau revisi 

terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Beberapa peraturan perundang-

undangan tentang pengelolaan sumber daya alam (agrarian) dikeluarkan sejak 

dilakukannya reformasi pemerintahan di tahun 1998. Baik itu yang kemudian 

dinilai merupakan langkah maju maupun yang justru dinilai mundur dari substansi 

peraturan-peraturan sebelumnya. 

Landreform kembali masuk dalam program penting pembaruan agrarian, 

yaitu disebutkan dalam pasal 5 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 bahwa salah satu 

arah kebijakan pembaruan agraria adalah: 

1.  Melaksanakan penataan kembali pengusaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan 

memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat. 

2.     Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan 

registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan 

landreform. 

Dalam rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Agraria 

disebutkan Tanah dan sumberdaya agraria selain tanah yang penguasaan dan 
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pemilikannya melebihi batas maksimum, dikuasai oleh Pemerintah dan ditetapkan 

sebagai objek landreform untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang 

termasuk dalam kelompok yang memperoleh hak utama. 

Selanjutnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 

redistribusi tanah pun kembali diagendakan. Pembagian 8,15 juta hektare lahan ini 

akan dilakukan pemerintah tahun 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 juta 

hektara lahan akan dibagikan pada masyarakat miskin. Sisanya 2,15 juta 

hektare diberikan kepada pengusaha untuk usaha produktif yang melibatkan 

petani perkebunan. Tanah yang dibagikan ini tersebar di Indonesia, dengan 

prioritas di Pulau Jawa, Sumatra, dan Sulawesi Selatan. Tanah ini berasal dari 

lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah telantar, tanah ,milik negara yang hak 

guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja. 

Bahwa kebijakan pembaharuan agrarian dan alam tersebut dilaksanakan 

antara lain dengan melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan agrarian dalam rangka sinkronisasi 

kebijakan antarsektor serta menyelesaikan konflik-konflik berkenaan dengan 

sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi 

potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan 

hukum dengan didasarkan pada prinsip-prinsip berkeadilan. 

Bahwa hal tersebut dimandatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 dan 

Pasal 7 TAP-MPR No. IX Tahun 2001 dimana DPR RI bersama Presiden 

ditugaskan untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agrarian 

dan pengelolaan sumber daya alam, serta mencabut, mengubah dan/atau 
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mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak 

sejalan dengan Ketetapan ini, serta untuk segera melaksanakan Ketetapan tersebut 

dan melaporkan pelaksaannya pada Sidang Tahunan MPR RI. 

Bahwa dengan disahkannya peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan sumber daya alam telah merusak pembaharuan hukum pengelolaan 

agrarian dan sumber daya alam yang telah dimandatkan secara tegas dalam TAP-

MPR No. IXTahun 2001, sehingga berpotensi kembali melanggengkan pola 

pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada eksploitasi (use oriented) 

yang mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam, 

karena semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum (legal instrument) untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi, orientasi pengelolaan sumber daya alam yang 

lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar (capital oriented), dimana hal 

tersebut akan mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya alam 

serta mematikan potensi-potensi pengelolaan perekonomian masyarakat lokal. 

Implementasi pengelolaan yang dilakukan Pemerintah akhirnya bersifat 

sangat sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi 

yang terintegrasi dan tidak terkoordinasi serta berpotensi melanggar hak asasi 

manusia dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. 

Hal ini bertentangan dengan Pembukaan alinea IV UUD 1945 yang menyatakan : 

“….untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
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melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial....” 

Hal ini sejalan dengan tujuan dari politik hukum pertanahan, yaitu antara 

lain: 

1.  Untuk mengatur keselaran dan keseimbangan dalam pemanfaatan bumi, 

air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya dalam 

hubungannya kepentingan manusia menuju masyarakat yang adil dan 

makmur. 

2.     Untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan keadilan dalam 

hubungannya dengan hak-hak seseorang atau masyarakat atas tanah 

(bumi), air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya. 

3.     Untuk penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum dalam mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan agraria atau pertanahan dengan 

memperhatikan hukum adat. 

4.      Untuk mengatur dan sekaligus membatasi hak dan kewajiban seseorang 

atau badan hukum, dan masyarakat serta negara dalam hubungannya 

dengan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan, 

pengusahaan, pemakaian, penatagunaan dan pengelolaan atas bumi 

(tanah), air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya. 

5.  Untuk memberikan atau menetapkan kekuasaan dan kewenangan kepada 

pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara seseorang atau 

badan hukum tertentu dengan tanah yang dimiliki, dikuasai, digunakan, 
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dimanfaatkan, dipakai, dikelola, baik oleh seseorang, masyarakat, badan 

hukum maupun instansi pemerintahan lainnya. 

Hal ini harus disesuaikan dengan Pasal 5 ayat 2 Ketetapan MPR RI No. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang menyebutkan bahwa arah kebijakan dakam pengelolaan sumber daya alam 

adalah : 

1.   Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam 

rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-

prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini ; 

2.     Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam 

melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya 

alam sebagai potensi pembangunan nasional; 

3.     Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai 

potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya 

tanggungjawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan 

termasuk teknologi tradisional ; 

4.     Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya 

alam dan melakukan upaya-upaya meningkatakan nilai tambah dari 

proyek sumber daya alam tersebut; 

5.   Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa 

mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum; 
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6.     Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi 

sumber daya alam secara berlebihan; 

7.     Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada 

optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, 

kepentingan masyarakat, dan kondisi daerah maupun nasional. 

Bahwa dengan berbagai indikasi penyimpangan atas beberapa prinsip yang 

disebut di atas telah terjadi pembelokan prinsip negara hukum, dimana hukum 

telah dipaki menjadi alat (instrument) untuk kepentingan kekuasaan semata, 

sehingga masyarakat menganggap perlu untuk mengajukan uji materiil ke 

Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, 

seperti dinyatakan dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

Dengan adanya berbagai permohonan uji materiil atas peraturan perundang-

undangan yang menyangkut pertanahan, maka perlu diterapkan sistem 

pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan 

hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, 

transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan 

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan melalui perumusan 

berbagai aturan pelaksanaan landreform serta penciptaan insentif/disentif 

perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar 
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masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas 

tanah. Selain itu, menyempurnakan peraturan perundang-undangan pertanahan 

dalam mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya 

penyelesaian baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun 

alternative dispute resolution. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan 

kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaiatan dengan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah. 

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menimbulkan banyak 

tanggapan dari masyarakat adalah Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Berbagai tanggapan tersebut menjadi lebih mendasar ketika masyarakat melihat 

bahwa substansi atau materi yang diatur dalam Peraturan Presiden sangat kental 

dengan pencabutan hak atas tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah oleh negara dengan pemberian ganti rugi senilai 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah, atau berdasarkan perhitungan dari 

instansi pemerintah yang bersangkutan dengan benda-benda selain tanah. Hal 

tersebut sangat meresahkan masyarakat dan menjadi masalah sosial yang timbul 

di masyarakat. Permasalahan utamanya adalah hak masyarakat atas tanah, 

bangunan, tanaman, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah menjadi 

terganggu. Pemerintah dapat saja “seolah-olah” dalam rangka kepentingan umum 

yang sebenarnya adalah akses memperlancar ”bisnis” segelintir orang mencabut 

hak masyarakat tersebut, terlebih yang dimaksud dengan kepentingan umum 
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dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tersebut telah mengalami perluasan 

criteria jika dibandingkan dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993. 

Sekalipun diatur mengenai musyawarah dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 

2005 akan tetapi jika musyawarah gagal ditempuh kemudian terdapat uang 

pengganti dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan, hingga presiden sendiri 

yang mencabut hak atas tanah itu. 

Hal tersebut menunjukan diperlemahnya akses masyarakat akan hak atas 

tanah dan dilanggarnya hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial, budaya 

masyarakat oleh pemerintah. Tetapi mungkin saja justru yang diuntungkan, 

termasuk para investor asing. 

Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 memiliki kecendrungan untuk 

keperluan pragmatis pada era ini yang dibuat secara parsial dengan watak 

konservatif. Peraturan Presiden tersebut jika dilihat dari materinya lebih 

proporsional untuk dituangkan dalam bentuk UU. Akan tetapi, tuntutan pragmatis 

telah membawa pemerintah untuk melahirkannya hanya dalam bentuk Peraturan 

Presiden. Peraturan Presiden tersebut jelas sangat tidak partisipatif karena secara 

formal hanya dilakukan secara sepihak oleh presiden (pemerintah). Dan dengan 

sendirinya tidak aspiratif karena tidak membuka saluran secara wajar bagi 

masuknya aspirasi masyarakat. Peraturan Presiden itu juga tidak memberikan rasa 

keadilan bagi masyarakat sehingga dalam pelaksanaanya banyak mendapat 

perlawanan dari masyarakat. Pada tahun 2006 diadakan perubahan terhadap PP 

No.36 Tahun 2005 yang dilakukan melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas PP No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 
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Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini membuktikan bahwa PP No.36 

Tahun 2005 tidak responsif dan tidak mampu mengakomodir kepentingan dan 

aspirasi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanahan (Agraria) 

2.2.4 Reformasi Agraria di Indonesia 

Reforma Agraria dianggap sebagai kata kunci untuk keberhasilan 

pembangunan merupakan hal yang sangat beralasan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pemahaman terhadap berbagai teori dan pendapat yang berhubungan 

dengan pelaksanaan Reforma Agraria Nasional sebagai pemecahan terhadap 

masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dengan menyentuh akar masalahnya 

sangat diperlukan (Wiradigunawan 2009). 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang 

berfungsi  Tata Ruang  dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi: 

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang, 

infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, 

penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang 

dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan 

ruang, dan tanah,Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
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Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Pengawasan atas pelaksanaan tugas di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pelaksanaan bimbingan teknis 

dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di 

daerah dan Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Badan Pertanahan Nasional mempunyai Fungsi: 

Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan,Perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. Perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan 

pemberdayaan masyarakat. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.Perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah. Perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara 

pertanahan. 

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; Pelaksanaan 

koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan BPN. Pelaksanaan pengelolaan data 

informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang 

pertanahan. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan  

danPelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanaha. 
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2.3 Penyelesaian SengketaTanah Adat  

Penyelesaian sengketa tanah dalam kepemilikan tanah merupakan upaya 

yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah baik antara 

individuterhadap kasus sengketa pertanahan yang bersifat vertikal proses 

penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses non litigasi lebih maksimal 

untuk diterapkan. Hal ini dilihat dari pihak yang bersengketa, penyebab terjadinya 

sengketa akibat dari kebijakan serta kepentingan dalam persengketaan tersebut 

baik yang bersifat pribadi maupun kepentingan umum. 

Menurut soemardjono (2008) terhadap kasu-kasus pengarapan rakyat atas 

tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain berdasarkan pengalaman tampaknya 

penyelesaian yang lebih efektif adalah melalui jalur non pengadialan yang pada 

umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsi 

oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Perundingan dapat memberikan 

kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dapat dicapai 

menurut kesepakatan bersama tanpa paksaan dan tekanan. 

Dalam perundingan hasil penyelesaian yang akan dicapai bersifat win-win 

solution. Bevan (1992 : 3-4) beberapa faktor dalam mencapai win-win solution 

adalah sebagai berikut :  

1. Proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih dapat 

diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling 

menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus 

menitipberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan 

pada posisi kedudukan pada pihak. Apabila kepentingan menjadi fokusnya. 
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Pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan sebaliknya jika 

tekanannya pada kedudukan. Para pihak akan lebih menutup diri karena hal 

itu menyangkut harga diri mereka. Dengan individu, individu dengan badan 

hukum. 

2. Kemampuan yang seimbang dalam melakukan proses negoisasi atau 

musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan 

adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. 

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah secara non litigasi atau 

musyawarah untuk mufakat pada intinya adalah suatu cara penyelesaian sengketa 

yang mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada 

tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak 

secara aktif. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 

mufakat ditentukan oleh itikad baik (goog will) kedua belah pihak untuk sama- 

sama menentukan jalan keluar yang disepakati. 

Menurut widjaja (2001) penyelesain sengketa dapat digolongkan ke dalam 

beberapa cara yakni berdasarkan pihak- pihak yang menyelesaikan sengketa dan 

lembaga yang menyelasaiakan sengketa. Menurut pihak-pihak yang 

menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai :  

1. Mediasi, yaitu proses penyelesaikan sengketa di mana pihak ketiga yang 

dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Sifat 

pihak ketiga tersebut adalah pasif dan sama sekali tidak berhak atau 

berwenang untuk memberikan suatu masukan terlebih  lagi untuk 

memutuskan perselisahan yang terjadi. Jadi dalam mediasi mediator hanya 
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berfungsi sebagai penyambung lidah para pihak yang bersengketa dalam 

penyelesaian sengketa melalui mediasi para pihak harus tunduk sepenuhnya 

dengan kesepakatan yang diambil dalam mediasi. 

2. Konsiliasi, adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang 

pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga yang diikutsertakan dalam 

menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional sudah 

dapat dibuktikan keahliannya, konsiliator memiliki peranan yang cukup 

berarti oleh karena itu konsoliator berkewajiban menyampaikan 

pandangannya mengenai duduk persoalan yang diahadapi, bagaimana cara 

penyelesaiannya, apa keuntungan dan kerugian para pihak serta akibat-

akibat hukumnya, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam 

sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal inoi konsiliator 

juga bersifat dan proses konsiliasi diambil sepenuhnya oleh para pihak 

dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama di 

antara mereka. 

3. Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan 

pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut 

dengan arbiter. Arbiter berperan sangat aktif sebagaimana halnya seorang 

hakim. Dalam hal arbiter tunggal maupun majelis arbiter berkewajiban 

untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara 

propesional, tidak memihak. Menurut kesepakatan yang telah diambil oleh 

para pihak yang bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihak 

lain. Arbiter harus independen dalam segala hal. 
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Sedangkan penyelesaian sengketa menurut kelembagaan dapat dilaksanakan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Lembaga Ad hoc yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu 

sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat permanent dan akan bubar 

dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan 

penyelesaiannya baik dalam bentuk mediasi. Konsoliasi maupun arbitrase 

telah diselesaikan atau dalam hal yang telah dikehendaki oleh para pihak 

yang menyangkut mediator, konsiliator atau arbiter dan membentuk 

lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc seringkali ditemukan dalam proses 

mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses 

konsiliasi maupun arbitrase dipergunakan juga lembaga ad hoc ini. 

2. Institusi penyelesaian sengketa, yakni sesuai dengan namanya lembaga ini 

adalah institusi yang permanen, yang memiliki aturan main yang telah baku. 

Setiap pihak yang ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan 

sengketa yang dihadapi oleh mereka haruslah tunduk sepenuhnya pada 

aturan main yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan sebaliknya. 

Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah yang bersifat vertikal 

struktural harus dilakukan dengan konfrehensif agar permasalahan tersebut dapat 

terselesaikan dengan tuntas. Untuk itu penyelesaian sengketa pertanahan tersebut 

mestilah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta kelembagaan yang terkait. Hal ini agar kebijakan dalam penyelesaian 

sengketa kepemilikan tanah tersebut dapat mengatasi permasalahan baik yang 
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bersifat teknis maupun substansi permasalahan serta kepentingan pihak yang 

bersengketa. 

 

2.4 Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya 

 Tanah ulayat adalah tanah komunal yang dimiliki bersama oleh seluruh 

warga suatu masyarakat hukum adat, yang merupakan salah satu atribut terpenting 

dalam masyarakat hukum adat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat 

tanpa tanah ulayat atau tanah ulayat tanpa masyarakat hukum adat, adlah suatu 

kemustahilan.pada Negara-negara yang masyarakatnya tidak lagi mengenal 

lembaga kebersamaan seperti suatu masyarakat hukum adat, tidak ada lembaga 

tanah ulayat ini. Dapat dipastikan bahwa suatu masyarakat hukum adat tidak akan 

pernah menyerahkan tanah ulayat nya tersebut secara suka rela kepada entitas 

politik baru tanpa yang benar-benar meyakinkan. 

 Sejarah membuktikan, bahwa ada dua cara yang digunakan oleh entitas 

politik baru yang bernama Negara untuk menguasai tanah ulayat. Cara pertama 

adalah cara yang sangat kasar, yaitu dengan cara menyerbu dan menaklukkan 

masyarakat hukum adat tersebut secara militer. Cara kedua adalah cara yang lebih 

halus, dengan mengembangkan berbagai “ajaran” tentang keabsahan klaim 

Negara terhadap tanah ulayat, yang tidak jarang mengandung sumber daya alam 

yang kaya, yang akan member keuntungan yang besar bagi Negara atau pejabat-

pejabat Negara (Syahmunir, 2004 : 7) 

 Tanah ulayat adalah tanah tertentu yang dikuasai oleh suatu masyarakat 

adat dan tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tanah ulayat adalah 

tanah yang secara tradisional menurut hukum adat setempat merupakan milik 
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masyarakat secara bersama dalam “kerajaan-kerajan kecil” yang ada di berbagai 

daerah di seluruh Indonesia. Tanah ulayat boleh juga dikatakan tanah yang 

meliputi seluruh tanah yang merupakan wilayah “kerajaan-kerajaan kecil” secara 

tradisional merupakan tanah milik pribadi dan tanah Negara. (A. Bazar Harahap, 

2005 : 14). 

Menurut undang-undang, sebelum Indonesia merdeka, berlaku Agrarische 

Wet (stb No. 55 tahun 1870) bahwa  hak ulayat diakui menurut hukum dan 

berdasarkan pada Domeinverklaring. Untuk Sumatra yang terdapat dalam pasal 1 

dari Stb No. 55 tahun 1870 (A.P Perlindungan, 1960 : 92). 

Sesuai denga Undang- undang pokok agraria No.5 Tahun 1960 pasal 3 yang 

berbunyi ” Tanah ulayat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya masih 

ada, walaupun hukum adat itu tidak tertulis. Dan sesuai dengan PP No.11 Tahun 

2010, tentang penertiban dan pendayah gunaan lahan / tanah terlantar untuk 

kepentingan kaum tani, nelayan dan buruh serta masyarakat adat. 

Berbicara masyarakat, masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat. 

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang luas dan terikat oleh suatu 

kebudayaan yang mereka anggap sama. Ini artinya manusia tidak bias hidup 

sendirian, dan senantiasa ia hidup bersama-sama dengan orang lain. 

Kemudian masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok yang terdapat 

pada lapisan masyarakat bagian bawah yang amat luas di Indonesia, maka akan 

tampaklah bahwa pada lapisan bawah yang sangat luas terdapat suatu pergaulan 

hidup yang terdiri atas kelompok-kelompok dalam hubungan akrab mesra, yang 

pola sikap dan tingkah lakunya terhadap alam ghaib, dunia luar dan terhadap 
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bagian tertentu dari alam kebendaan hanyalah dapat di pahami secara cepat bila 

kelompok- kelompok tersebut dinamakan persekutuan hukum. Pada masyarakat 

hukum adat, apabila beberapa manusia melakukan perbuatan tertentu maka 

seluruh masyarakat akan menikmati keuntungan ataupun menangung kerugian. 

Sedangkan masyarakat hukum adat adalah komunitas- komunitas yang 

hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang 

memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang 

diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan 

kehidupan masyarakat yang harus tunduk dan patuh pada hukum positif suatu 

Negara. 

Sudah waktunya bagi desa –desa yang mempunyai kesatuan masyarakat 

hukum adat untuk mengadakan kesepakatan mengenai tanah ulayat. Untuk 

memotivasi masyarakat desa ke tujuan itu, maka di perlukan agar pemerintahan 

daerah setempat mengeluarkan peraturan daerah atau instruksi yang mendorong 

terjadinya musyawarah desa dalam rangka membuat kesepakatan-kesepakatan 

desa. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Kajian Pustaka Tentang  Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antar penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan 

dilakukan. Dibawah ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh : 

1. Dasrol (2010), dengan judul “Eksistensi Tanah Hak Ulayat pada 

masyarakat suku sakai di Kabupaten Bengkalis dalam rangka 

meningkatkan perekonomian Masyarakat Hukum Adat. Hasil ini 
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menunjukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis kurang 

mempehatikan Eksistensi hak Ulayat Masyarakat Suku Sakai sehingga 

masyrakat suku sakai kurang terjamin kesehatannya. 

2. Deri Lafari (2011), dengan judul “Peran Pemeritah Daerah Rokan Hulu 

dalam mengatasi konflik Tanah Ulayah (Studi Kasus Masyarakat Desa 

Tandun dengan PT.Perkebunan Nusantara V Setapung). Hasil penelitian 

ini menunjukan Pemerintah Daerah Rokan Hulu belum serius merespon 

terhadap konflik yang terjadi didesa Tandun ini. 

3. Bosman Riadi (2012), dengan judul “Studi :Tanah Ulayat Kenegerian 

Pangean Kec. Pengean kab. Kuantan Singingi)‟‟. Hasil penelitian dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dan lembaga adat ikut berperan 

dalam memanfaatan tanah ulayat dan dikatogorikan cukup baik yaitu 

sebanyak 39,23% dimana secara keseluruhan katagori ini berada pada 

jumlah tertinggi dibandingkan katagori baik dan cukup baik.  

4. Mayrowani (2004), dengan judul “Studi Prospek dan Kendala Penerapan 

Reforma Agraria di Sektor Pertanian”. Hasil Penelitian Analisis Struktur 

pemilikan dan penggarapan tanah pertanian dan dampaknya terhadap 

efisiansi produksi pertanian, dan analisis kelembagaan tentang prospek dan 

kendala pelaksanaan Agraria. Yang mana dari hasil penelitian tersebut 

terlihat bahwa tingkat penguasaan lahan. 

5. Romy Syafril (2013), dengan judul “ Analisis Peranan Lembaga Adat 

dalam menyelesaikan konflik Tanah Ulayat (Studi kasus konflik Tanah 
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Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT Rapp di 

Kabupaten Kampar).  

 

2.6 Pandangan Islam Tentang Konsep Tanah  

Menurut Islam seseorang dapat memiliki “tanah” karena beberapa sebab 

tertentu. Secara konvensional seseorang dapat memiliki tanah karena ia membeli 

tanah tersebut, karena mendapatkan warisan berupa tanah, atau memperoleh 

hibah/hadiah berupa tanah. Selain dengan sebab-sebab konvensional tersebut, 

seseorang juga dapat memiliki tanah karena sebab-sebab yang khas yang hanya 

ada dalam sistem Islam. Sebab-sebab yang khas tersebut adalah apa yang disebut 

denganal-Iqtha‟ (pemberian oleh khalifah) dan ihya al-mawat (menghidupkan 

tanah mati).  

Tanah adalah pemberian langsung dari Allah SWT dalam artian kita hanya 

tinggal menerima dan memanfaatkan saja. Berbeda dengan tenaga kerja dan 

kapital yang itu diperoleh dari kerja keras atau usaha dari manusia. Oleh karena 

tanah diberikan oleh Allah SWT secara langsung maka penggunaannya tidak 

boleh sembarangan, yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan 

kepada kita. 

رِثهُبَ مَهأ يَّشَبءُ مِهأ عِببَدِهِ وَالأعَبقبِةَُ للِأمُتَّقيِأهَ  ضَ للهِ يىُأ رَأ  إنَِّ الْأ
Artinya:  “sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan 

yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al A‟rof 128) 

 

Pemberian tanah oleh khalifah (al-iqtha‟) adalah pemberian secara cuma-

cuma oleh khalifah atas tanah yang menjadi milik negara. Tanah yang diberikan 

tersebut adalah tanah yang sebelumnya telah diolah dan siap untuk langsung 
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ditanami dan bukan tanah tandus atau tanah marjinal yang sulit untuk ditanami 

dan dikelola. Pemberian atas tanah tersebut bisa juga berupa tanah yang 

sebelumnya telah dimiliki seseorang namun diambil oleh negara karena dibiarkan 

terlantar. 

Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati upaya 

seseorang “menghidupkan” atau memakmurkan tanah yang sebelumnya mati. 

Tanah mati (ardun mawat) menurut hukum Islam adalah tanah yang tidak ada 

pemiliknya atau nampak tidak pernah dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak 

ada bekas apapun yang menunjukkan bahwa tanah tersebut pernah dikelola baik 

berupa pagar, tanaman bekas bangunan atau bentuk pengelolaan lainnya. Yang 

dimaksud dengan menghidupkan tanah mati artinya adalah mengelola tanah 

tersebut atau menjadikan tanah tersebut menjadi bermanfaat untuk berbagai 

keperluan atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami atau 

dimanfaatkan. Upaya menghidupkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan 

memagarinya, mematoknya (memberi batas), mendirikan bangunan di atas tanah 

tersebut, menanaminya dengan tanaman tertentu atau dengan cara apapun yang 

yang menjadikan tanah tersebut menjadi “hidup”. 

Merampas tanah adalah sebuah perbuatan zhalim yang banyak terjadi di 

masyarakat, termasuk juga dilakukan oleh banyak petani. Perbuatan ini banyak 

dianggap sebagai perkara yang sepele pada masa sekarang. Mereka para pelaku 

perbuatan ini menganggap remeh perkara ini bahkan menganggap hal yang biasa 

terjadi di masyarakat. Padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang 
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tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akherat dengan adzab yang keras 

dan pedih akherat. 

Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya ada 

beberapa hadits yang akan disebutkan diantaranya;Hadits yang diriwayatkan dari 

Abdullah bin Umar rodhiyallohu „anhuma, dia berkata bersabda Rosululloh 

shollallohu „alaihi wa sallam: 

 

مَ الأقيِبَمَةِ إلِىَ سَبأعِ أرََاضِيأهَ  ضِ شَيأئبً بغَِيأزِ حَقِّهِ  خُسِفَ بهِِ يىَأ  مَهأ أخََذَ مِهَ األْرَأ

“Barang siapa yang mengambil tanah (meskipun) sedikit tanpa haknya maka dia 

akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar tujuh 

lapis bumi.” (HR. Buhkhari: lihat Al-Fath, 5/103) 

 

 

2.7 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep adalah untuk membangun persamaan presepsi dan 

pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan 

pada judul ini, maka akan dioperasionalkan beberapa konsep yang bersifat 

membatasi. 

Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengenai Pemerintaha Daerah, diatur oleh undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam 

konteks Indonesia, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD mengurus asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengen prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 
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prinsip Negara kesatuan Repubik Indonesia sebagaimana dimaksudkan 

dalam undang-undang dasar 1945.  

2. Desa merupakan hirarki Pemerintahan yang rendah yang ada didaerah 

Kabupaten/Kota. Desa yang dipahami sebagai Daerah kesatuan hukum, 

dimana bertempat ditempat tinggalnya suatu masyarakat yang berkuasa 

(memiliki kewenangan)untuk mengadakan dan menjalankan 

Pemerintahannya sendiri. Desa berhak mengatur jalannya Pemerintah 

sendiri yang dipimpin oleh Lurah/kepala Desa yang merupakan pilihan 

masyarakat setempat. 

3. Tanah ulayat, yaitu tanah komunal yang dimiliki bersama oleh seluruh 

warga suatu masyarakat hukum adat, adalah salah satu atribut 

terpenting danmasyarakat hukum adat. Dapat dikatakan bahwa 

masyarakat hukum adat tanpa tanah ulayat atau tanah ulayat tanpa 

masyarakat hukum adat, adalah suatu kemustahilan. 

 

2.8 Operasional Konsep 

Defenisi Operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variable-

variabel (Masri Siangrimbun, 2006 : 46), sehingga dengan pengukuran ini dapat 

diketahui indicator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa 

dari variable tersebut.  
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Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Konsep  Variabel Indikator sub indicator 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor  11 

Tahun 2010 

Tentang 

Pendayagunaan 

lahan/tanah 

terlantar untuk 

kepentingan 

kaum tani, 

nelayan dan 

buruh serta 

masyarakat 

adat 

Pemanfaatan 

Tanah 

Ulayat 

Pemerintah 

Desa 

 

 

 

 

Lembaga 

Adat 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Membina Ekonomi Desa 

serta alat kontrol 

keamanan dan 

kerukunan masyarakat 

desa 

 

- menampung dan 

menyalurkan pendapat 

masyarakat dalam  

pengelolaan  Tanah 

Ulayat 

 

- Memberdayakan, 

melestarikan Tanah 

Ulayat 

 

- Menciptakan hubungan 

yang demokratis dan 

harmonis 

 

 

2.9 Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membentuk kerangka berfikir 

seperti seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 

Tentang  Pendayagunaan lahan/tanah terlantar untuk kaum tani,nelayan dan 

buruh,serta masyarakat adat. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Menganalisis Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan 

Tanah Ulayat 

Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah 

Ulayat Kenegerian Desa Tandun 


